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ABSTRAK 

Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi instrumen 

internasional hak asasi manusia, terutama Konvensi Hak-Hak Anak. Oleh 

karena itu Negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan 

penegakkan hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Internasional 

tersebut. Pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 telah 

memberikan ruang gerak yang lebih dalam proses perlindungan terhadap hak-

hak anak. Namun pada kenyataanya masih banyak anak yang tidak 

mendapakan keadilan dalam pemenuhan hak-haknya ketika berhadapan 

dengan hukum. Kasus AAL yang diduga mencuri sepasang sandal milik 

seorang anggota kepolisian, dimana dalam penanganan perkara tersebut AAL 

harus menerima perlakuan yang tidak sepantasnya diterima oleh seorang anak 

dalam proses peradilan, menjadi contoh bagimana kurangnya perlindungan 

bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang 

berhadapan dengan hukum terutama dengan menggunakan konsep Diversi dan 

Restorative Justice untuk direalisasikan dalam proses peradilan anak. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara 

cermat mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan 

bentuk perlindungan yang diberiakn oleh perundang-undangan terhadap anak 

yang sedang berhadapan dengan hukum, untuk selanjutnya dianalisis sengan 

menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan 

untuk mengkaji hak-hak anak serta bentuk perlindungan hukum bagi anak 

yang sedang berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis, digunakan untuk 

mengetahui perilaku masyarakat yang terkait dengan persoalan penanganan 

akan yang berhadapan dengan hukum. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan anak yang 

berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasar pada 

prinsip The Best Interest For The Child. Adapun bentuk perlindungan yang 

diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan 

memberikan perlakuan yang khusus dengan tersedianya petugas pendamping 

khusus anak dan haruslah mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Selain itu 

penerapan konsep diversi dan restorative justice merupakan sebuah alternatif 

baru dalam proses penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana 

sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang berprikemanusiaan. 

Penerapan diversi dan restorative justice hanya dapat dilakukan apabila 

perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. Namun apabila perbuatan yang dilakuakn 

termasuk kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih 

dari 7 tahun dan merupakan penglangan tindak pidana, maka akan tetap masuk 

proses peradilan anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada 

manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan 

hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat 

dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu 

merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk 

melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan 

dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, semuanya 

ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum 

tersebut. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, 

tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
1
 

Hukum berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan 

norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. 

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi 

martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan 

tuntutan hati nurani manusia, yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan 

masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial.
2
 

                                                           
1
 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 1995), hlm 45. 

2
 Bambang Poernomo, Pandangan Terhadap Asas- asas Umum Hukum Acara Pidana  

(Yogyakarta: Liberty, 1982) hlm 10 - 11. 
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HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan 

bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. 

Dimana kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat yang 

menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan 

hakikat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan, 

yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum. 

Dalam konsep negara hukum yang menganut paham “rule of law“, 

menurut Dicey mengandung tiga unsur, yaitu: HAM dijamin lewat Undang-

Undang, persamaan dihadapan hukum (equality before the law), supremasi 

hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Dalam 

hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatas pengaturan hak dan 

kewajiban warga negara.
3
 Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur 

dalam kerangka kebijakan sosial (social policy), baik dalam bentuk kebijakan 

kesejahteraan sosial (social welfare policy) maupun kebijakan keamanan 

sosial (social defence policy). Redbruch mengemukakan tiga aspek dari 

hukum yaitu kepastian hukum (rechtsicherheit), kegunaan (zweckmassigkeit) 

dan keadilan (gerechtigkeit). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut 

merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum tersebut terbentuk dalam 

pikiran dan sanubari manusia sebagai produk  berpadunya pandangan hidup, 

keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan 

                                                           
3
  Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana..., hlm 62 – 63 
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pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang menunjukkan 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
4
  

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai 

dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung 

keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, 

sehingga dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya 

adalah untuk mewujudkan keadilan.
5
 

Perlindungan anak berkaitan erat denagn keadilan, karena dalam 

Peradilan Pidana Anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani 

anak nakal mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan 

dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin 

perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik 

mencerminkan keadilan yang implentasinya adalah hak–hak anak. 

Namun dalam implementasinya justru keadilan yang diharapkan justru 

terasa jauh dari angan-angan. Hal tersebut tercermin manakala generasi muda 

bangsa ini justru di perlakukan tidak sesuai dengan hak-hak yang melekat 

pada dirinya. Sebagai contoh kasus seorang anak berinisial AAL yang 

disangka mencuri sepasang sandal milik seorang oknum polisi.
6
 Dalam 

penaganan hukum yang menjeratnya, AAL mendapat perlakuan yang tidak 

                                                           
4
 B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 

1999), hlm, 181. 

5
 Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis 

(Bandung: Alumni, 1981), hlm 54. 

6
 VIVA.co.id , diakses pada tanggal 26 April 2013. 
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sepantasnya diterima oleh seorang anak. Dia dipaksa mengaku dan 

diperlakukan selayaknya kasus-kasus kejahatan besar lainnya. Dan tidak 

hanya itu, kasus yang menimpa AAL juga akhirnya dilimpahkan ke 

pengadilan dengan tuduhan pencurian. Tentunya hal itu sangat miris apabila 

kita telaah lebih dalam. Kasus yang sekiranya dapat diselesaikan tanpa 

menempuh jalur peradilan justru berbanding  terbalik dengan kenyataan yang 

satu sisi hal tersebut juga melanggar hak anak tersebut. 

Hal ini tidak tepat apabila kita berpendapat bahwa anak adalah 

generasi penerus bangsa yang merupakan potensi manusia yang akan datang 

yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa dan sekaligus cermin sikap 

hidup bangsa di masa depan. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha 

Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung 

tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak 

tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak 

(Convention on the Rights of the Child). 

Di Indonesia sendiri dikenal adanya pengadilan anak yang berada 

dibawah naungan Peradilan Umun yang mana pengadilan anak tersebut 

menanggani segala bentuk permasalahan hukum yang menyangkut tentang 

anak. Pengadilan anak dibedakan dengan penanganan kasus orang dewasa, 

dipandang dari segi perlindungan dan hak-hak anak tersebut. Tentu saja tidak 

hanya terbatas dalam linkup peradilan saja, namun dalam ranah penanganan 
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kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentu saja dibutuhakan aparat 

penegak hukum yang khusus menangani anak.  

Lembaga penegak hukum yang terdiri dari empat komponen yaitu 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tersebut 

haruslah bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Dalam hal ini, tidak 

jarang kasus yang menjerat bukan hanya kalangan dewasa namun juga 

merambah ke kalangan anak. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena 

banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka 

ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa 

sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Kedudukan anak 

sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa di masa 

mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu 

mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan 

baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Untuk itu diperlukan sebuah 

perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa.  

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 

fisik, mental, dan sosial.
7
 Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya 

                                                           
7
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 33 
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keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di 

usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,  baik dalam kaitannya 

dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan 

jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh 

dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap 

lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak 

yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara 

rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha 

yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan 

matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan 

kepada orang lain dan berprilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki 

kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan 

kewajibannya. 

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian : 

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan 

dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. 

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam 

bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. 

Dalam proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan 

anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain :
8
 

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri 

                                                           
8
 Ibid., hlm 39 
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Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak 

itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu 

haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-

haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan 

masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak 

anak. 

2. Kepentingan terbaik anak 

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip 

yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang 

sebagai “oparamount of importence“ (memperoleh prioritas tinggi) dalam 

setiap keputusan yang menyangkut anak. 

3. Ancangan daur kehidupan 

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus 

dimulai sejak dini dan terus menerus. 

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses 

penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut 

Diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan 

permasalahan anak dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan  rawan 

terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.
9
 Oleh karena itulah 

mengapa konsep diversi khususnya melalui pendekatan restorative justice 

                                                           
9
 Marliana, Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 

Justice (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)  hlm 10 
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menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan 

perkara pidana yang dilakukan oleh anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta banyaknya kejadian-

kejadian dan yang kadang-kadang dijumpai perilaku penyimpangan di 

kalangan anak, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang 

berhadapan dengan hukum?  

2. Bagaimanakah kriteria pengembangan konsep diversi dan restorative 

justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan mengenai bagaimana proses perlindungan hukum 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam 

Undang -Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana 

Anak.. 

b. Untuk memberikan analisis penerapan konsep Diversi dengan 

pendekatan Restorative Justice  di dalam Undang-Undang Nomor 11 
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Thaun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk 

direalisasikan dalam proses peradilan anak. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan diatas, maka diharapkan 

penelitian ini berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan 

informasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak yang 

berhadapan dengan hukum melalui pendekatan Diversi dan Restorative 

Justice dalam proses penyelesaian perkara pidana yang menyangkut 

anak. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi 

ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan 

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 

tindak pidana anak. 

b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan 

para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan 

aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan 

yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem peradilan anak 

yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi 

terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak. 
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D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah 

ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penulusuran terhadap penelitian-

penelitan yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut : 

Esti setyawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto’. 

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap narapidana anak di 

lembaga pemasyarakatan purwokerto belun sesuai dengan Undang-undang 

No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan karena ada hak-hak narapidana 

yang belum terpenuhi. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi narapidana anak 

di lembaga pemasyarakatan anak Purwokerto juga belum sesuai dengan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini 

dikarenakan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Purwokerto belum 

sepenuhnya mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002.
10

 

Nur Afni, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan 

No.327/Pid.B/2008/Pn.Mks)”. Dalam skripsi ini membahas tentang anak yang 

menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara 

khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak 

                                                           
10

 Esti Setyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Soederman, 2012. 
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diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran 

orang dewasa. Terhadap anak yang usianya 16 tahun kebawah dalam 

memberikan kesaksian dipersidangan tidak disumpah, terhadap keterangan 

anak sebagai saksi harus menunggu bukti-bukti lain. Undang-undang saksi 

yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai 

bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai 

petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Saat ini 

belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan 

Saksi. Pengaturan tentang perlindungan terhadap Saksi sampai saat ini masih 

terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

masalahnya masing-masing. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang juga mengatur tentang Saksi, termasuk Saksi Korban tidak 

cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan perlindungan terhadap 

hak-hak tersangka atau terdakwa. KUHAP lebih melihat Saksi sebagai bagian 

dari alat bukti dan kurang mengatur tentang Saksi sebagai pihak yang perlu 

dilindungi dan dipulihkan hak-haknya , terutama Korban. Dalam Undang-

Undang No.23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak memberikan 

pengertian bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang 

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perangkat hukum tentang perlindungan dan kesejahteraan anak sudah cukup 

memamadai, namun instrument - instrumen yang mengikutinya belum 
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berjalan sepenuhnya untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak anak. 

Dalam memberikan keterangan dalam persidangan perlindungan adalah salah 

satu apabila anak tersebut ada tekanan atau perasaan tidak enak terhadap 

terdakwa saksi anak dalam memberikan keterangan dapat diberikan tanpa 

adanya terdakwa atau terdakwa dikeluarkan dari siding.
11

 

Okky Chahyo Nugrogo, dengan judul “ Perlindungan Anak Yang 

Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan “. Tesis tersebut 

mengkaji tentang Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam 

proses peradilan di Wilayah Hukum Jakarta Pusat. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan 

hukum belum tercapai meskipun telah didukung oleh kebjakan yang 

dikeluarkan setiap lembaga, namun kepentingan dan perlindungan bagi anak 

masih terabaikan.
12

 

Arifah, dengan judul, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”. Dalam skripsi ini 

membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban 

pelecehan seksual di wilayah Polda DIY yang diwujudkan dalam bentuk 

perlakuan yang diterimakorban selama proses peradilan. Unit Perlindungan 
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 Nur Afni, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara 

Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/Pn.Mks), Skripsi Fakultas Hukum, 

Universitas Hasannudin, 2013. 

 

12
 Okky Chahyo Nugroho, Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 

Dalam Proses Peradilan, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 

2009. 
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Perempuan dan Anak di Polda DIY menyediakan ruang khusus untuk anak 

yang mengalami pelecehan seksual. Unit PPA juga member rehabilitasi 

kepada anak korban kekerasan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan 

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan 

Pelayanan Masyarakat (BPPM), selain itu Polda DIY juga memberi 

perlindungan dari media massa dan untuk menghindari labelisasi. Dan untuk 

memberi jaminan keselamatan bagi saksi korban, Polda DIY bekerjasama 

dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan menyediakan Psikiater guna 

memulihkan kondisi kejiwaan korban akibat tindak pidana pelecehan 

seksual.
13

 

Yusy Astuty, dengan judul  “Kajian Yuridis Tentang Konsep Diversi 

Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan“. Skripsi tersebut mengkaji tentang 

pelaksanaan konsep diversi pada di Pengadilan Negeri Batam, dan lebih 

menitikberatkan kepada penggunaan sistem panel yaitu penyelesaian perkara 

dengan jalan melalui peradilan anak.
14

 

Sedangkan penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan 

hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan 

pendekatan Diversi dan Restoratif Justice. Perlindungan hak-hak anak yang 
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 Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual 

(Studi Kasus di Polda DIY). Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. 
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berhadapan dengan hukum sangat penting dilakukan mengingat anak tidak 

cocok untuk dikenai hukuman secara penuh. Anak sebagai generasi penerus, 

sekiranya mendapat perlindungan hukum yang sesuai tanpa melanggar hak-

hak anak tersebut. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat 

disimpulkan apakah konsep diversi dan restoratif justice sesuai untuk 

dilakukan dalam menangani perkara yang khususnya menyangkut masalah 

anak. 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam perkembangan sejarah manusia tidak terdapat seorangpun yang 

hidup menyendiri, terpisah dari kelompok lainnya kecuali dengan keadaan 

terpaksa dan hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan 

manusia, merupakan suatu keharusan untuk melangsungkan hidupnya, begitu 

juga dengan penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya, juga 

melibatkan tingkah laku manusia. Hart dan para pendukungnya berpendapat 

bahwa hukum tidak akan hadir kecuali populasi, atau sekurang-kurangnya dari 

bagian populasi yang menjalankan hukum, menerima keberadaan aturan.
15

 

Perkembangan hukum harus mencerminkan situasi, kondisi dan 

perubahan zaman dan tentu adanya perubahan secara dinamis. Berbicara 

hukum maka pada dasarnya berbicara substansi hukum yakni keadilan. 

Dimata hukum semua manusia sama tidak memandang status sosial manusia 

itu sendiri. Begitu pula dengan masalah hak-hak anak yang berhadapan 
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 R. M. Dworkin, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Merkid Press, 2007), hlm xiii. 
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dengan hukum. Tentu hukum tidak hanya berjalan pada tataran yuridis formal 

saja yakni terbatas pada tulisan aturan hukum yang berlaku namun yang 

terpenting lagi adalah memperhatikan keadilan serta masa depan anak pada 

lingkungan sosial itu sendiri. 

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak 

menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Selain 

itu secara Internasional devinisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa  mengnai Hak Anak atau United Nation Convenation on The 

Right of The Child tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nations 

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvanil Justice (The 

Beijing Rules) tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Univesal 

Declaration of Human Rights tahun 1948.
16

 

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, 

diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 

tahun atau belum menikah. Ada pula yang mengatakan seseorang yang belum 

mencapai usia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, mengatakan bahwa anak merupakan seorang yang belum 

berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak ialah orang yang 

dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 
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usia 18 tahun dan belum pernah menikah.
17

 Definisi anak yang tertuang dalam 

perundang-undangan tersebut kiranya juga berbeda dengan pengertian anak 

dalam lingkup hukum adat dan hukum Islam. Hal tersebut belum ditambah 

dengan berbagai pengertian anak yang berbeda pada setiap negara. 

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perbedaan 

pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktivitas sosial dan 

budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap tingkat kedewasaan anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah 

selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan 

kedewasaan merupakan suatu yang bersifat semu dan relatif. Hal tersebut 

sesuai dengan kenyataan bahwasannya seorang anak yang masih terlihat biasa 

namun dari segi pemikirannya sudah mampu seperti orang dewasa, dan begitu 

juga sebaliknya. Oleh sebab itu penentuan anak dari segi usia sangatlah tidak 

tepat.
18

 

Dari berbagai pemaparan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwasannya anak dalam pandangan Negara Indonesia adalah manusia yang 

belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan 

dan belum menikah. Dan oleh sebab itu, maka anak tidaklah tepat jika 

dikenakan tanggungjawab pidana secara penuh, karena seorang anak masih 

mempunyai keterbatasan dalam berfikir dan berada dalam pengawasan orang 
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tua ataupun walinya. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana 

adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun 

dan belum menikah.
19

 

Penerapan peradilan khusus anak telah memberi ruang gerak untuk 

pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan pada peradilan umum menuju 

peradilan yang mengutamakan perlindungan anak atau diversi lambat laun 

dapat kita rasakan. Penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal 

mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan 

pemenjaraan. Selain itu dapat dilihat bahwa perlindungan anak dengan konsep 

diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat 

sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. 

Selain itu proses diversi juga harus diimbagi dengan penerapan 

restorative justice. Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang 

terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-

sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama bicara. Dalam 

pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku 

untuk memberiakn gambaran yang sejelas-jelasnya mengnai tindakan yang 

telah dilakukanya. 

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharap pihak 

korban dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa dia 
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melakukan hal tersebut. Selanjutnya dalam penjelasannya pihak pelaku juga 

memaparkan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap korban atas 

perbuatan yang telah dilakukannya. 

F. Metode Penelitian  

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam 

penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian 

yang fokus penelitian pada asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas 

hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang ada kaitannya 

dengan peradilan anak yang merupakan patokan untuk bertingkah laku 

atau melakukan perbuatan yang pantas bagi penyelenggara peradilan 

dalam menyelesaikan persoalan anak dengan mengacu kepada asas demi 

kepentingan terbaik bagi anak. Titik fokus penelitian ini pada: 

 a. Peraturan Perundang-undangan, seperti: 

1) UUD 1945 pada bagian Pembukaan dan Pasal 30- Pasal 34. 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  tentang Kesejahteraan Anak 

Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. 

3)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi 

Manusia Pasal 58, Pasal 63, Pasal 65 dan Pasal 66. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 59 dan  Pasal 64. 
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5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 tentang penerapan 

diversi. 

b. Norma-norma hukum  yang berkaitan dengan batas usia anak berupa: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

Penelitian asas hukum dapat berupa penelitian asas konstitutif  yaitu asas 

yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum atau disebut asas 

hukum umum dan asas regulatif yaitu asas yang diperlukan untuk dapat 

berprosesnya suatu sistem hukum tersebut. Penelitian ini mengkaji 

sumber-sumber kepustakaan khususnya mengenai peraturan perundang-

undangan dan kebijakan negara dalam hal pemenuhan hak-hak anak yang 

berhadapan dengan hukum.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu  menganalisa secara cermat 

mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum  dan 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. 
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3. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan. 

Penelitian ini mengkaji hak-hak anak serta bentuk perlindungan 

hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan 

negara.  

b. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui prilaku 

masyarakat yang terkait dengan persoalan penelitian, yakni hak-hak 

anak ketika berhadapan dengan hukum, bentuk perlindungan yang 

diberikan oleh Undang-Undang. Pendekatan ini juga digunakan untuk 

mengkaji  tentang berbagai kebijakan Pemerintah maupun instansi 

terkait dalam upaya perbaikan perlindungan anak yang berhadapan 

dengan hukum dan hak-haknya berdasarkan prinsip atas kepentingan 

yang terbaik bagi anak. 

4. Sumber Data 

Pengumpulan data yang digunakan menelaah terhadap bahan-bahan 

pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai 

berikut: 

a. Bahan Primer, diperoleh dari bahan buku primer, yaitu peraturan 

Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana anak 
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dan poses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang 

melibatkan anak, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, 

makalah-makalah, dan karya ilmiah yang  berkaitan dengan tema 

serta bahan hukum tersier seperti diproleh dari bahan penunjang 

lainya seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahas Indonesia. 

b. Bahan Sekunder, yaitu berasal dari penjelasan karya-karya hukum 

baik dari penuliasan Rancangan Perundang-Undangan, hasil 

penelitian, dan buku-buku tentang perlindungan hukum terhadap 

anak. 

5. Metode Analisis Data 

a. Deduktif, yakni dengan menilik aturan yang terdapat dalam 

Undang-Undang {khususnya Undang-Undang Sistem Peradilan 

Anak dan UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak)} yang 

berlaku untuk menelaah peraturan mengenai perlindungan anak 

guna ditemukan jawaban yang sesuai tentang bagaimana proses 

perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum 

tersebut. 

b. Komparatif, yakni membandingkan kedua aturan Undang-Undang 

Peradilan Anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk 

ditemukan sebuah pengaturan hukum terhadap hak anak. 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat terarah dan sistematis 

maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun 

menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:  

Bab pertama, berisi Pendahuluan, mengantarkan penelitian ini secara 

menyeluruh, menguraian tentang latar belakang masalah kemudian 

dilanjutkan rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi 

lebih terfokuskan dan mengenai sasaran yang diharapkan. Setelah itu 

dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang 

digunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti 

bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dilanjutkan dengan 

kerangka teoretik yang menjadi dasar dalam menganalisis, kemudian  metode 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini 

dilakukan. Kemudian diakhiri dengan  sistematika penulisan. 

Bab dua, membahas mengenai bagaimana kedudukan anak di dalam 

hukum. Dalam sub-sub bab ini menerangkan tentang pengertian dan batasan 

seorang anak dalam berbagai aturan hukum yang terdapat di Indonesia, 

kemudian untuk mengetahui kedudukan seorang anak di dalam hukum, maka 

dalam sub bab ini diterangkan tentang kedudukan anak di dalam hukum. 

Berbicara mengenai kedudukan anak di dalam hukum tentu saja di dalamnya 

juga menyangkut akan hak-hak anak, maka dalam sub bab ini juga di 

jabarkan mengenai hak-hak anak dalam hukum yang berdasar dalam Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam proses pemenuhan akan hak-hak anak 

tersebut perlu diberikan sebuah perlindungan yang memadahi guna 

terciptanya proses perlindungan yang sesuai dengan apa yang telah 

diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga dalam sub bab ini juga 

disertakan mengenai pembahasan akan hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum. 

Bab tiga, membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak yang berhadapan dengan hukum. Pada sub babnya menjelaskan 

mengenai bagaimana tanggungjawab akan proses perlindungan anak dan 

prinsip-prinsip yang digunakan dalam menjalakan proses perlindungan anak 

yang berhadapan dengan hukum. Hak anak yang berhadapan dengan hukum 

tentu saja berbeda dengan hak anak pada umumnya, hak-hak anak yang 

berhadapan hukum lebih bersifat akan pemulihan kepada jati diri akan itu 

sendiri agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dalam 

sub bab ini dijelaskan mengenai hak-hak anak berdasarkan peraturan 

Perundang-Undangan. Proses perlindungan terhadap hak-hak anak yang 

berhadapan dengan hukum haruslah dilakukan secara optimal, non 

diskriminasi, tanpa kekerasan yang semua itu bertujuan demi kepentinga 

terbaik bagi anak tersebut, maka pada sub bab selanjutnya dibahas mengenai 

perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. 

Bab empat, menganalisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penyusun, dalam hal ini difokuskan pada sistem peradilan pidana anak 

di Indonesia yang mana dalam hal penanganan perkara terhadap anak yang 
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melakukan tindak pidana, sistem hukum yang digunakan mengalami 

pembaharuan yang lebih memperhatikan akan hak-hak anak yang berhadapan 

dengan hukum. Namun dalam penulisan ini lebih difokuskan mengenai 

penanganan perkara anak dengan menggunakan pendekatan diversi dan 

restorative justice.  Adapun dasar yang digunakan untuk menganalisa adalah 

dengan menggunakan kerangka teori yang telah dipaparkan dalam bab 

pertama tadi. 

Bab lima, diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan akhir yang 

menjawab rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan saran dari 

penyusun. Kemudian disertakan pula lampiran-lampiran yang penting dalam 

penulisan ini.  



125 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan 

dengan hukum didasarkan kepada ketentuan bahwa ”Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” yang berdasar pada prinsip 

The Best Interest For The Child. Adapun bentuk perlindungan hukumnya 

adalah sebagai berikut:  

a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi  

perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, 

tersedianya petugas pendamping khusus anak ketika anak berhadapan 

dengan hukum.  

b. Pengembangan diversi dan restorative justice, yakni sebuah tindakan atau 

perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke 

informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak 

langsung masuk dalam sistem peradilan pidana.  Penerapan konsep ini 

merupakan alternatif penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman 

pidana sebagai upaya menciptkan keadilan yang berperikemanusiaan. 

2. Penerapan diversi dan restorative justive dalam peradilan pidana anak, jika 

perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang  diancam dengan 

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan termasuk 
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kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih 7 tahun 

dan atau merupakan pengulangan tindak pidana, maka anak tetap  masuk 

proses peradilan dan anak wajib didampingi oleh psikiolog dalam setiap 

tingkat pemeriksaan. 

B. Saran/Rekomendasi 

1. Pemerintah sebagai pemegang dan pengendali kebijakan terhadap 

perlindungan terhadap hak-hak anak harus segera membuat atauran yang 

bersifat petunjuk pelaksanaan bagi para penegak hukum untuk 

melaksanakan proses penyelesaian perkara anak di luara peradilan formal. 

2. Pemerintah harus mempunyai kebijakan tentang tentang penyediaan 

tenaga ahli (psikolog anak maupun psikiater) guna pendampingan anak 

yang berhadapan dengan hukum (ABH).  

3. Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak yang telah divonis bersalah ini 

misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial atau  

pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian dengan 

model restorative justice, proposionalitas penghukuman terhadap anak 

sangat diutamakan.  

4. Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, termasuk pendampingan 

bagi anak yang menyelesaikan pembinaan di dalam lembaga, sesuai Pasal 

33 sampai dengan Pasal 35 Undang Undang  Nomor  3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak. Dengan denikian pekerja sosial dari Departemen 

Sosial berfungsi, yang antara lain: membimbing, membantu, dan 

mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi 
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pidana bersyarat, pidana pengawasan, maupun pidana denda. Pekerja 

sosial juga berfungsi membantu dan mengawasi anak yang berkonflik 

dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada 

Departemen Soosial untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja. 

5. Peran Pemerintah perlu didukung oleh segenap elemen yang ada, karena 

pemerintah bersama masyarakat mempunyai kewajiban memenuhi hak-

hak anak, untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan adanya suatu 

institusi/ataupun relawan yang memiliki kepedulian secara khusus untuk  

menangani advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 

Melalui kebijakan pemerintah tersebut diharapkan penanganan terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan konsep diversi 

dan restorative justice sebagai alternatif dari pelaksanaan pemidanaan 

terhadap anak dapat diwujudkan.  

Pemerintah perlu membangun lembaga pembinaan khusus anak pada setiap 

kota di Indonesia, agar anak yang berhadapan hukum tidak ditahan bersama 

dengan orang dewasa. 
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